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“Setiap kewenangan adalah amanah; ketika dijalankan 

tanpa batas, ia kehilangan nilai keadilannya. Hukum 
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ABSTRAK 

BATAS KEWENAGAN DIREKTUR JENDRAL BEA DAN CUKAI SERTA 

MENTERI KEUANGAN DALAM PENETAPAN KEMBALI KLASIFIKASI 

BARANG IMPORT BERDASARKAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG 

NOMOR 17 TAHUN 2006 

Francis Maryanne Pattynama 

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

 

Penelitian ini membahas batas kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta 

Menteri Keuangan dalam menetapkan kembali klasifikasi barang impor 

berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006. 

Permasalahan ini muncul karena sistem kepabeanan Indonesia menganut prinsip 

self-assessment, yaitu importir diberi kepercayaan untuk memberitahukan sendiri 

klasifikasi barang, nilai pabean, dan kewajiban bea masuk. Namun, negara tetap 

memiliki kewenangan korektif untuk menguji kebenaran pemberitahuan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal, 

yaitu batas kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam penetapan 

kembali klasifikasi barang impor serta batas pengaturan Menteri Keuangan agar 

tidak memperluas kewenangan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan merupakan kewenangan 

atribusi yang sah, tetapi tidak bersifat bebas. Kewenangan tersebut dibatasi oleh 

subjek, objek, waktu, prosedur, dan tujuan. Penetapan kembali hanya sah apabila 

dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, didasarkan pada pemeriksaan yang 

cermat, dan bertujuan untuk koreksi kepabeanan yang sah. 

Selain itu, Menteri Keuangan hanya berwenang mengatur teknis pelaksanaan 

klasifikasi barang impor melalui peraturan menteri dan BTKI. Menteri Keuangan 

tidak boleh menciptakan kewenangan baru, memperluas kewenangan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai, mengubah batas waktu, mengubah subjek kewenangan, 

atau menambah akibat hukum di luar ketentuan undang-undang. Dengan demikian, 

Pasal 17 harus dipahami sebagai dasar sekaligus batas kewenangan agar penetapan 

kembali klasifikasi barang impor tidak melampaui kewenangan tersebut dan tetap 

memberikan kepastian hukum bagi importir. 

 

Kata Kunci: Kewenangan Atribusi, Bea dan Cukai, Menteri Keuangan, Penetapan 

Kembali, Klasifikasi Barang Impor. 
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ABSTRACT 

THE LIMITS OF AUTHORITY OF THE DIRECTOR GENERAL OF 

CUSTOMS AND EXCISE AND THE MINISTER OF FINANCE IN 

REDETERMINING THE CLASSIFICATION OF IMPORTED GOODS BASED 

ON ARTICLE 17 OF LAW NUMBER 17 OF 2006 

Francis Maryanne Pattynama 

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik 

 

 

This study discusses the limits of the authority of the Director General of Customs 

and Excise and the Minister of Finance to redetermine the classification of imported 

goods under Article 17 of Customs Law Number 17 of 2006. This issue arises 

because the Indonesian customs system follows the principle of self-assessment, 

meaning importers are trusted to declare the classification of the goods, the customs 

value, and import duties themselves. However, the state still has corrective authority 

to verify the accuracy of those declarations. This study employs a normative legal 

method, using legislative and conceptual approaches. The research focuses on two 

things: the limits of attribution authority of the Director The Customs and Excise 

General has the authority to re-determine the classification of imported goods 

within the limits set by the Minister of Finance so as not to expand that authority. 

Research shows that the Director General of Customs and Excise's authority under 

Article 17 of the Customs Law is a legitimate attribution power, but it is not 

unlimited. This authority is restricted by the subject, object, time, procedure, and 

purpose. Re-determination is only valid if done within 2 (two) years, based on a 

thorough examination, and aimed at legitimate customs corrections. In addition, the 

Minister of Finance has authority only to regulate the technical implementation of 

the classification of imported goods through ministerial regulations and BTKI. The 

Minister of Finance cannot create new authority, expand the powers of the Director 

General of Customs and Excise, change the time limits, alter the subjects of the 

authority, or add legal consequences beyond the law. Therefore, Article 17 should 

be understood as both the basis and limit of authority so that the re-determination 

of imported goods classification does not exceed that authority and still provides 

legal certainty for importers. 

Keywords : Attribution Authority, Customs and Excise, Minister of Finance, Re-

determination, Imported Goods Classification. 
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